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Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945	
	
Undang-Undang	Dasar	Sementara	Republik	Indonesia	1950	
	
Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	Ketetapan	Majelis	 Permusyawaratan	Rakyat	

Sementara	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 XI/MPRS/1966	 tentang	
Pemilihan	Umum	

	
Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat	 Sementara,	 Ketetapan	 Majelis	

Permusyawaratan	 Rakyat	 Sementara	 Republik	 Indonesia	 Nomor	
XLII/MPRS/1966	 tentang	 Perubahan	 Ketetapan	 MPRS	 Nomor	
XI/MPRS/1966	tentang	Pemilihan	Umum	

	
Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat	 Sementara,	 Ketetapan	 Majelis	

Permusyawaratan	 Rakyat	 Sementara	 Republik	 Indonesia	 No.	
XXII/MPRS/1966	tentang	Kepartaian,	Keormasan	dan	Kekaryaan		
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Majelis	Permusyawaratan	Rakyat,	 	Ketetapan	Majelis	Permusyawaratan	Rakyat	

Nomor	VIII/MPR/1973	tentang	Pemilihan	Umum	
	
Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	Ketetapan	Majelis	 Permusyawaratan	Rakyat	

Republik	Indonesia	Nomor	:	VII/MPR/1978	tentang	Pemilihan	Umum	
	
Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	Ketetapan	Majelis	 Permusyawaratan	Rakyat	

Republik	 Indonesia	 Nomor	 IV/MPR/1998	 tentang	 Pengangkatan	
Presiden	Republik	Indonesia	

	
Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	Ketetapan	Majelis	 Permusyawaratan	Rakyat	

Republik	 Indonesia	 Nomor	 XIV/MPR/1998	 Tahun	 1998	 tentang	
Perubahan	 dan	 Tambahan	 Atas	 Ketetapan	 Majelis	 Permusyawaratan	
Rakyat	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 III/MPR/1988	 tentang	 Pemilihan	
Umum		

	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 7	 Tahun	 1953	 tentang	 Pemilihan	

Anggota	Konstituante	dan	Anggota	Dewan	Perwakilan	Rakyat	
	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	1969	 tentang	Pemilihan	

Umum	Anggota-Anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	Rakyat	
	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 16	 Tahun	 1969	 tentang	 Susunan	

dan	 Kedudukan	Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	 4	 Tahun	 1975	 tentang	 Perubahan	

Undang-Undang	 Nomor	 15	 Tahun	 1969	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota-Anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	Rakyat	

		
Republik	Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	3	Tahun	1975	tentang	Partai	Politik	

dan	Golongan	Karya	
	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 6	 Tahun	 1983	 tentang	 Ketentuan	

Umum	dan	Tata	Cara	Perpajakan	
	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 3	 Tahun	 1999	 tentang	 Pemilihan	

Umum		
		
Republik	Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	4	Tahun	1999	tentang	Susunan	dan	

Kedudukan	 Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat,	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	12	Tahun	2003	 tentang	Pemilihan	

Umum	 Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	
Perwakilan	Daerah	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	
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Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2003	 tentang	Pemilihan	
Umum	Presiden	dan	Wakil	Presiden	

	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	

Pemerintahan	Daerah	
	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2005	 tentang	 Ratifikasi	

Kovenan	Internasional	tentang	Hak-hak	Sipil	dan	Politik	
		
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 34	 Tahun	 2004	 tentang	 Tentara	

Nasional	Indonesia	
	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	2008	 tentang	Pemilihan	

Umum	 Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	
Perwakilan	Daerah	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

		
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	 2	 Tahun	 2011	 tentang	 Perubahan	

Atas	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	2008	tentang	Partai	Politik	
	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	12	Tahun	2008	tentang	Perubahan	

Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah	
	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	42	Tahun	2008	 tentang	Pemilihan	

Umum	Presiden	dan	Wakil	Presiden	
	
Republik	 Indonesia,	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	

Tahun	2009	tentang	Perubahan	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	2008	
tentang	Pemilihan	Umum	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD	

	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2012	 tentang	 Pemilihan	

Umum	Anggota	Dewan	Perwakilan	Rakyat,	Dewan	Perwakilan	Daerah	
dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

	
Republik	 Indonesia,	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	

Tahun	2014	tentang	Pemilihan	Gubernur,	Bupati	dan	Walikota	
	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	

Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	
tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	 Undang-
Undang	

	
Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	

Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	
Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	
tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	 Undang-
Undang	
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Republik	 Indonesia,	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	2016	tentang	Perubahan	
Kedua	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	
Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	
tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	 Undang-
Undang	

	
Republik	 Indonesia,	 Undang-Undang	 Nomor	 7	 Tahun	 2017	 tentang	 Pemilihan	

Umum	
	
Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 9	 Tahun	 1954	 tentang	

Penyelenggaraan	Undang-Undang	Pemilihan	Umum	
	
Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 2	 Tahun	 1970	 tentang	

Pelaksanaan	Undang-Undang	Nomor	16	Tahun	1969	 tentang	Susunan	
dan	 Kedudukan	Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

	
Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 3	 Tahun	 1970	 tentang	

Pelaksanaan	Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	1969	tentang	Pemilihan	
Umum	Anggota-Anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	Rakyat		

	
Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 35	 Tahun	 1985	 tentang	

Pelaksanaan	Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	1969	tentang	Pemilihan	
Umum	Anggota-Anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	Rakyat	
Sebagaimana	 Telah	 Tiga	 Kali	 Diubah	 Terakhir	 Kali	 dengan	 Undang-
Undang	Nomor	1	Tahun	1985		

		
Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 33	 Tahun	 1999	 tentang	

Pelaksanaan	Undang-Undang	Nomor	3	Tahun	1999		
	
Republik	 Indonesia,	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	

Tahun	2009	tentang	Perubahan	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	2008	
tentang	Pemilihan	Umum	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD	

	
Republik	 Indonesia,	Peraturan	Pemerintah	Nomor	74	Tahun	2011	tentang	Tata	

Cara	Pelaksanaan	Hak	dan	Kewajiban	Perpajakan	
	
Komisi	 Pemilihan	 Umum	 Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Komisi	 Pemilihan	

Umum	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Dana	 Kampanye	 Peserta	
Pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Wakil	 Bupati,	
dan/atau	Walikota	dan	Wakil	Walikota		

	
Komisi	 Pemilihan	 Umum	 Republik	 Indonesia,	 Peraturan	 Komisi	 Pemilihan	

Umum	Nomor	9	Tahun	2015	 tentang	Pencalonan	Pemilihan	Gubernur	
dan	Wakil	Gubernur,	BUpati	dan	Wakil	Bupati,	 da/atau	Walikota	dan	
Wakil	Walikota	
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D. Putusan-Putusan	Pengadilan	
	

Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	 011-017/PUU-I/2003	 terkait	 Pengujian	
Undang-Undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 12	 Tahun	 2003	 tentang	
Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	
Perwakilan	Daerah,	 dan	Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Daerah	 terhadap	
UUD	1945	

			
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 008/PUU-II/2004	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2003	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Presiden	dan	Wakil	Presiden		

	
Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	072-073/PUU-II/2004	terkait	Pengujian	

Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah	
	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 024/PUU-IV/2006	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2003	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah,	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah,	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	
2003	tentang	Pemilihan	Umum	Presiden	dan	Wakil	Presiden,	Undang-
Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	 Daerah,	
Undang-Undang	 Nomor	 2	 Tahun	 2002	 tentang	 Kepolisian	 Negara	
Republik	 Indonesia,	 dan	 Undang-Undang	 Nomor	 34	 Tahun	 2004	
tentang	Tentara	Nasional	Indonesia		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 2-3/PUU-V/2007	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1997	tentang	Narkotika	
	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 5/PUU-V/2007	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah,	tanggal	23	Juli	2007		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 14-17/PUU-V/2007	 terkait	 pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2003	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden,	 Undang-Undang	 Nomor	 24	 Tahun	 23	
tentang	Mahkamah	Konstitusi,	Undang-Undang	Nomor	5	Tahun	2004	
tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 14	 Tahun	 1985	
tentang	 Mahkamah	 Agung,	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	
tentang	Pemerintahan	Daerah,	dan	Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	
2006	tentang	Badan	Pemeriksa	Keuangan		

		
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 10/PUU-VI/2008	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 15/PUU-VI/2008	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
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Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

		
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 17/PUU-VI/2008	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah	
dan	Undang-Undang	Nomor	12	tahun	2008	tentang	Perubahan	Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 nomor	 32	 tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah	terhadap	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 4/PUU-VII/2009	 terkait	 pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 17/PUU-VI/2009	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 22/PUU-VII/2009	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah	
	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 47-81/PHPU.A/VII/2009	 terkait	

Perselisihan	 Hasil	 Pemilihan	 Umum	 Bupati	 dan	 Wakil	 Bupati	
Kabupaten	Yahukimo	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 102/PUU-VII/2009	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 nomor	 42	 tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Presiden	dan	Wakil	Presiden	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 120/PUU-VII/2009	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 32	 	 Tahun	 	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah	 sebagaimana	 telah	 diubah	 terakhir	 dengan	 Undang-Undang	
Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	 Atas	 Undang-
Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 132/PUU-VII/2009	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2009	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 141/PUU-VII/2009	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah	
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Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 4/PUU-VIII/2010	 terkait	 Pengujian	
Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 18/PUU-VII/2010	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah		

	
Ketetapan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	44/PUU-VIII/2010	terkait	permohonan	

pengujian	 Pasal	 58	 huruf	 e	 dan	 huruf	 f	 Undang-Undang	 Nomor	 12	
Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	 atas	 Undang-Undang	 Nomor	
32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 45/PUU-VIII/2010,	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 67/PUU-X/2012	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	Pemerintahan	Daerah	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 79/PUU-X/2012	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah	dan	Undang-Undang		Nomor	8	Tahun	2012	tentang	Pemilihan	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah,	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 12/PUU-XI/2013,	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2012	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 14/PUU-XI/2013	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 42	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemiihan	 Umum	
Presiden	dan	Wakil	Presiden		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 15/PUU-XI/2013	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2012	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah,	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 39/PUU-XI/2013	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 2	 Tahun	 2008	 tentang	 Partai	 Politik	
sebagaimana	 telah	 diubah	 dengan	 Undang-Undang	 Nomor	 2	 Tahun	
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2011	 tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	2008	
tentang	Partai	Politik		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 57/PUU-XI/2013,	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2012	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 59/PUU-XI/2013,	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2012	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 dan	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 61/PUU-XI/2013	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 42	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden	 dan	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	
2012	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	
Dewan	Perwakilan	Daerah,	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 22/PUU-XII/2014	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 42	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Presiden	dan	Wakil	Presiden	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 29/PUU-XII/2014	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2008	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	
Daerah		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 39/PUU-XII/2014	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 42	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden	 dan	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	
2012	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	
Dewan	Perwakilan	Daerah,	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah.	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 33/PUU-XII/2015	 terkait	 pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati,	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 34/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Pasal	 7	 huruf	 r	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	
Perubahan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2015	tentang	Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	
Undang-Undang		
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Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 37/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	
Pasal	 7	 huruf	 r	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	
Perubahan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2015	tentang	Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	
Undang-Undang		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 38/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang		

		
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 42/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati,	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	

		
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 46/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati,	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 49/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Undang-
Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 51/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Pasal	 7	 huruf	 r	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	
Perubahan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2015	tentang	Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	
Undang-Undang		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 	 60/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Menjadi	Undang-Undang		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 70/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Undang-
Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	
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Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 79/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Pasal	 7	 huruf	 r	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	
Perubahan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2015	tentang	Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	
Undang-Undang		

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 80/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 135/PUU-XIII/2015	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2015	 tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	
Pemilihan	Gubernur,	Bupati	dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 55/PUU-XIV/2016	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2016	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	tentang	Pemilihan	Gubernur,	Bupati,	Walikota	menjadi	Undang-
Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 68/PUU-XIV/2016	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2016	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	tentang	Pemilihan	Gubernur,	Bupati,	Walikota	menjadi	Undang-
Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 71/PUU-XIV/2016	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2016	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 menjadi	
Undang-Undang	

	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 45/PUU-XV/2017	 terkait	 Pengujian	

Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2016	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 tentang	 Penetapan	
Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	
2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	
Undang-Undang	
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Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 53/PUU-XV/2017	 terkait	 Pengujian	
Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017	tentang	Pemiihan	Umum	

	
Risalah	 Sidang	 Perkara	 Nomor	 22/PUU-XII/2014	 Perihal	 Pengujian	 Undang-

Undang	 Nomor	 42	 Tahun	 2008	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 Presiden	
dan	 Wakil	 Presiden	 Terhadap	 Undang-Undang	 Dasar	 1945,	
Mahkamah	Konstitusi	Republik	Indonesia,	Jakarta,	2014	

	
Putusan	Mahkamah	Agung	pada	tingkat	Kasasi	Nomor	537	K/Pid.Sus/2014	atas	

nama	Terdakwa	Inspektur	Jenderal	Polisi	Drs.	Djoko	Susilo	
	
Putusan	Mahkamah	Agung	pada	tingkat	Kasasi	Nomor	537	K/Pid.Sus/2014	atas	

nama	Terdakwa	Luthfi	Hasan	Ishaaq	
	
		
E. Risalah	Pembahasan	Rancangan	Undang-Undang	
	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Laporan	 Bagian	 I	 Dewan	

Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia	 Mengenai	 RUU	 tentang	
Pemilihan	 Anggauta	 Konstituante	 dan	 Anggauta	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat,	Pemandangan	Umum,	tanggal	9	Desember	1952	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Laporan	 Bagian	 II	 Dewan	

Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia	 Mengenai	 RUU	 tentang	
Pemilihan	 Anggota	 Konstituante	 dan	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat,	 Nomor	 121	 Surat	 No.	 1,	 Pemandangan	 Umum,	 tanggal	 9	
Desember	1952	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Laporan	 Bagian	 III	 Dewan	

Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia	 Mengenai	 RUU	 tentang	
Pemilihan	 Anggota	 Konstituante	 dan	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat,	Pemandangan	Umum,	tanggal	11	Desember	1952	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Laporan	 Bagian	 V	 Dewan	

Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia	 Mengenai	 RUU	 tentang	
Pemilihan	 Anggota	 Konstituante	 dan	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	
Rakyat,	Pemandangan	Umum,	tanggal	8	Desember	1952	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Surat	 Presiden	 Republik	

Indonesia	No.	3624/52-Pres,	Soal	:	Rantjangan	Undang-Undang	tentang	
Pemilihan	 Anggauta	 Konstituante	 dan	 anggauta	 Dewan	 Perwakilan	
Rakjat,	tanggal	24	November	1952	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Jawaban	 Pemerintah	 Atas	

Laporan	 Bahagian	 Demi	 Bahagian	 Mengenai	 Rantjangan	 Undang-
Undang	 tentang	 Pemilihan	 Anggauta	 Konstituante	 dan	 Anggauta	
Dewan	Perwakilan	Rakyat,	1952	
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Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Penjelasan	 Pemerintah	 Atas	
Rancangan	 Undang-Undang	 Pemilihan	 Anggota	 Konstituante	 dan	
Anggota	DPR,	21	November	1952		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Departemen	 Dalam	 Negeri	

Republik	 Indonesia,	 Keterangan/Penjelasan	 Pemerintah	 Mengenai	
Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Perubahan	 Undang-Undang	
Nomor	 15	 Tahun	 1969	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 Anggota-Anggota	
Badan	 Permusyawaratan	 Rakyat	 dan	 Rancangan	 Undang-Undang	
tentang	 Perubahan	 Undang-Undang	 Nomor	 16	 Tahun	 1969	 tentang	
Susunan	 dan	 Kedudukan	 Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat,	 Dewan	
Perwakilan	Rkayat	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah,	 tanggal	 25	
Agustus	1975	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Resmi	 Persidangan	 II	

Rapat	Pleno	Terbuka	ke-11,	Pembicaraan	Tingkat	IV,	Pengesahan	RUU,	
tanggal	7	November	1975	

		
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Resmi	 Persidangan	 I	

Rapat	 Pleno	 Terbuka	 ke-4,	 Pembicaraan	 Tingkat	 II,	 Pemandangan	
Umum	Para	Anggota,	tanggal	9	September	1975		

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Resmi	Persidangan	Rapat	

Pleno	Terbuka	ke-5,	Pembicaraan	Tingkat	II,	Pemandangan	Umum	Para	
Anggota,	tanggal	10	September	1975	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	 Indonesia,	Menteri	Dalam	Negeri,	 Jawaban	

Pemerintah	 Terhadap	 Pemandangan	 Umum	 Para	 Anggota	 DPR	 RI	
Mengenai	 Rancangan	 Undang-Undang	 Nomor	 15	 Tahun	 1969	 dan	
Undang-Undang	Nomor	16	Tahun	1969,	15	September	1975	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Resmi	 Persidangan	 I	

Rapat	 Pleno	 Terbuka	 ke-7,	 Pembicaraan	 Tingkat	 II,	 Jawaban	
Pemerintah	 atas	 Pemandangan	 Umum	 Para	 Anggota,	 15	 September	
1975	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Catatan	 Kronologis	 Atas	

Pembahasan	Rancangan	Undang-Undang	 tentang	Perubahan	Undang-
UNdang	Nomor	15	Tahun	1969	dan	Undang-Undang	Nomor	16	Tahun	
1969,	tanggal	7	November	1975	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Rancangan	 Undang-Undang	

tentang	 Perubahan	 UU	 No.	 15	 Tahun	 1969	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota-Anggota	 Badan	 Permusyawaratan	 Rakyat,	 Sekretariat	
Jenderal,	1969	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	 Indonesia,	Menteri	Dalam	Negeri	Republik	

Indoensia,	 Pidato	 Pengantar	 pada	 Penyerahan	 3	 UU	 Bidang	 Politik	
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(Kepartaian,	Pemilihan	Umum	dan	Susduk	DPR/MPR/DPRD)	ke	Dewan	
Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Jakarta,	2	Oktober	1998	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Presiden	 Republik	 Indonesia,	

Surat	Nomor	R.11/PU/IX/1998	Perihal	RUU	tentang	Partai	Politik,	RUU	
tentang	Pemilu	Anggota-anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	
Rakyat,	 RUU	 tentang	 Susunan	 dan	 Kedudukan	 MPR,	 DPR	 dan	 DPRD	
,Jakarta,	16	September	1998	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 ,	 Surat	 Nomor	 357/LH-

ASHUB/IX?1998	 Perihal	 RUU	 tentang	 Partai	 Politik,	 RUU	 tentang	
Pemilu	Anggota-anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	Rakyat,	
RUU	tentang	Susunan	dan	Kedudukan	MPR,	DPR	dan	DPRD,	Sekretariat	
Negara	RI,	Jakarta,	16	September	1998	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Rancangan	 Undang-Undang	

Republik	 Indonesia	 Nomor	 	 Tahun	 1998	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota-Anggota	Badan	Permusyawaratan/Perwakilan	Rakyat		

		
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Fraksi	 Partai	 Demokrasi	

Indonesia,	 Pemandangan	 Umum	 Fraksi	 Partai	 Demokrasi	 Indonesia	
Terhadap	 RUU	 tentang	 Partai	 Politik,	 RUU	 tentang	 Pemilihan	 Umum	
Anggota-Anggota	 Badan	 Permusyawaratan/Perwakilan	 Rakyat,	 dan	
RUU	 tentang	 Susunan	 dan	 Kedudukan	 Majelis	 Permusyawaratan	
Rakyat,	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 dan	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	
Daerah,	Jakarta,	14	Oktober	1998	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Fraksi	ABRI	DPR,	Pemandangan	

Umum	 Fraksi	 ABRI	 DPR-RI	 Atas	 RUU	 tentang	 Partai	 Politik,	 RUU	
tentang	Pemilu,	 dan	RUU	 tentang	Susunan	dan	Kedudukan	MPR,	DPR,	
dan	DPRD,	Jakarta,	14	Oktober	1998	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	 Indonesia,	Fraksi	Persatuan	Pembangunan	

DPR,	 Pemandangan	 Umum	 Fraksi	 Persatuan	 Pembangunan	 DPR-RI	
Terhadap	 Tiga	 Rancangan	 Undang-Undang	 Bidang	 Politik	 (RUU	
tentang	Partai	Politik,	RUU	tentang	Pemilu,	dan	RUU	tentang	Susunan	
dan	Kedudukan	MPR,	DPR,	dan	DPRD),	Jakarta,	14	Oktober	1998	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Fraksi	Karya	Pembangunan	DPR-

RI,	Pemandangan	Umum	Fraksi	Karya	Pembangunan	DPR-RI	Terhadap	
RUU	 tentang	 Susunan	 dan	 Kedudukan	 MPR,	 DPR,	 dan	 DPRD,	 RUU	
tentang	 Partai	 Politik,	 dan	 RUU	 tentang	 Pemilu,	 Jakarta,	 14	 Oktober	
1998		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Panitia	 Khusus	

RUU	tentang	Pemilihan	Umum,	Rapat	Kerja	ke-1,	 	 Sekretariat	 Jenderal	
DPR-RI,		tanggal	26	Nopember	1998		
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Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Panitia	 Khusus	
RUU	tentang	Pemilihan	Umum,	Rapat	Kerja	ke-2,	 	 Sekretariat	 Jenderal	
DPR-RI,	tanggal	3	Desember	1998	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Panitia	Kerja	RUU	

tentang	 Pemilihan	 Umum,	 Rapat	 Panitia	 Kerja	 ke-4,	 Sekretariat	
Jenderal	DPR-RI,	tanggal	10	Desember	1998	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Laporan	 Ketua	 Pansus	

Rancangan	 Undang-Undang	 Bidang	 Politik	 dalam	 Rapat	 Paripurna	
DPR-RI,	Sekretariat	Jenderal	DPR-RI,	Jakarta,	tanggal	28	Januari	1999	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Pendapat	 Akhir	 Fraksi	 Partai	

Demokrasi	 Indonesia	 DPR	 RI	 Terhadap	 RUU	 Partai	 Politik,	 Pemilihan	
Umum	 dan	 Susunan	 dan	 Kedudukan	MPR,	 DPD	 dan	 DPD,	 Sekretariat	
Jenderal	DPR-RI,	tanggal	28	Januari	1999		

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Pendapat	Akhir	Fraksi	Persatuan	

Pembangunan	DPR	RI	 Terhadap	RUU	Partai	 Politik,	 Pemilihan	Umum	
dan	 Susunan	 dan	 Kedudukan	 MPR,	 DPD	 dan	 DPD,	 dalam	 Rapat	
Paripurna	 DPR	 RI,	 Sekretariat	 Jenderal	 DPR-RI,	 tanggal	 28	 Januari	
1999	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Pendapat	 Akhir	 Fraksi	 Karya	

Pembangunan	DPR	RI	 Terhadap	RUU	Partai	 Politik,	 Pemilihan	Umum	
dan	Susunan	dan	Kedudukan	MPR,	DPD	dan	DPD,	Sekretariat	 Jenderal	
DPR-RI,	tanggal	28	Januari	1999	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Pendapat	Akhir	Fraksi	ABRI	DPR	

RI	 Terhadap	 RUU	 Partai	 Politik,	 Pemilihan	 Umum	 dan	 Susunan	 dan	
Kedudukan	 MPR,	 DPD	 dan	 DPD,	 dalam	 Rapat	 Paripurna	 DPR	 RI,	
Sekretariat	Jenderal	DPR-RI,	tanggal	28	Januari	1999	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Sambutan	Menteri	Dalam	Negeri	

padal	 Sidang	Paripurna	DPR	RI,	 Sekretariat	 Jenderal	 DPR-RI,	 tanggal	
28	Januari	1999	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Menteri	 Dalam	 Negeri,	

Penjelasan	 Pemerintah	 Atas	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	
Pemilihan	 Umum,	 Sekretariat	 Jenderal	 DPR-RI,	 tanggal	 26	 Agustus	
2002	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Pansus	Rancangan	

Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Umum,	 Audiensi	 (Ke-1)	 dengan	
PSDM	 dan	 PIANI,	 Panitia	 Khusus	 RUU	 Tentang	 Pemilu,	 tanggal	 27	
Agustus	2002		

	

Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan
Berintegritas
KHAIRUL FAHMI, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



	 586	

Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Pansus	Rancangan	
Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Umum,	 RDP	 (Ke-1)	 dengan	
Lembaga	 Ilmu	 Pengetahuan	 Indonesia	 (LIPI),	 Panitia	 Khusus	 RUU	
Tentang	Pemilu,	tanggal	28	Agustus	2002		

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Pansus	Rancangan	

Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Umum,	 RDPU	 (Ke-2)	 dengan	
Lembaga	 Ilmu	 Pengetahuan	 Indonesia	 (LIPI),	 Panitia	 Khusus	 RUU	
Tentang	Pemilu,	tanggal	29	Agustus	2002	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Pansus	Rancangan	

Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Umum,	 Audiensi	 (Ke-3)	 dengan	
PSDM	dan	PIANI,	Sekretariat	Pansus	RUU	Tentang	Pemilu,	 tanggal	29	
Agustus	2002	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Pemilihan	 Umum,	 tanggal	 3	 September	 2002	 (RDPU	 ke-2),	
Dengar	 Pakar,	 	 Sekretariat	 Pansus	 Rancangan	 Undang-Undang	
Pemilihan	Umum,	Jakarta,	3	September	2002	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus,	 Rapat	

Kerja	 (Ke-3)	 dengan	 Menteri	 Dalam	 Negeri,	 Jawaban	 Pemerintah	
Terhadap	 Pemandangan	 Umum	 Fraksi-fraksi,	 tanggal	 9	 September	
2002	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Pansus,	RDPU	(Ke-

5)	dengan	Balera	di	Bandung,	Sekretariat	Pansus	RUU	Pemilu,	tanggal	
16	September	2002	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus,	 Rapat	

Kerja	 (Ke-5)	 dengan	 Menteri	 Dalam	 Negeri,	 Pembahasan	 DIM	
Persandingan,	 tanggal	 23	 September	 2002,	 Sekretariat	 Pansus	 RUU	
Pemilu,	2002	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus,	 Rapat	

Pembahasan	 DIM	 Fraksi-fraksi	 dengan	 Pemerintah	 (Depdagri	
Sekretariat	Pansus	RUU	Pemilu,	),	tanggal	30	Oktober	2002	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus,	 Rapat	

Pembahasan	 DIM	 Fraksi-fraksi	 dengan	 Pemerintah	 (Depdagri),	
Sekretariat	Pansus	RUU	Pemilu,	tanggal	4	November	2002	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Persandingan	 Daftar	

Inventarisasi	 Masalah	 (DIM)	 Fraksi-fraksi	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	
Republik	 Indonesia	 Terhadap	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	
Pemilihan	Umum,	Panitia	Khussus	DPR	RI,	Jakarta,	2002		

	

Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan
Berintegritas
KHAIRUL FAHMI, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



	 587	

Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Surat	 Presiden	 Republik	
Indonesia	Nomor	R.02/PU/I/2003,	perihal	Rancangan	Undang-Undang	
tentang	 Pemilihan	 Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden,	 tanggal	 28	 Januari	
2003		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	Wakil	Presiden,	Rapat	Kerja	ke-2	Pansus	RUU	Pemilu	Presiden	dan	
Wakil	Presiden,	24	Maret	2003		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	Wakil	Presiden,	Rapat	Kerja	ke-3	Pansus	RUU	Pemilu	Presiden	dan	
Wakil	Presiden,	26	Maret	2003		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	Wakil	Presiden,	Rapat	Kerja	ke-4	Pansus	RUU	Pemilu	Presiden	dan	
Wakil	Presiden,	31	Maret	2003		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	 Wakil	 Presiden,	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 Umum	 ke-2	 dengan	
Komisi	 Pemilihan	 Umum,	 Pansus	 RUU	 Pemilu	 Presiden	 dan	 Wakil	
Presiden,	3	April	2003		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	 Wakil	 Presiden,	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 Umum	 (RDPU)	 ke-3,	
Pansus	RUU	Pemilu	Presiden	dan	Wakil	Presiden,	7	April	2003	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	Wakil	 Presiden,	Rapat	 Kerja	 ke-13	 Pansus	 RUU	 Pemilu	 Presiden	
dan	Wakil	Presiden,	23	April	2003		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	Wakil	Presiden,	Rapat	Kerja	ke-9	Pansus	RUU	Pemilu	Presiden	dan	
Wakil	Presiden,	5	Mei	2003	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Proses	

Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Pemilihan	 Presiden	
dan	Wakil	 Presiden,	Rapat	 Kerja	 ke-10	 Pansus	 RUU	 Pemilu	 Presiden	
dan	Wakil	Presiden,	7	Mei	2003	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Biro	 Persidangan	 Sekretariat	

Jenderal	DPR	RI	dan	Badan	Legislasi	DPR,	2004	
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Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Surat	 Presiden	 Republik	

Indonesia	 Nomor	 :	 R-27/pres/05/2007	 Perihal	 Rancangan	 Undang-
Undang	 di	 bidang	 Politik,	 RUU	 tentang	 Pemilu	 Presiden	 dan	 Wakil	
Presiden,		tanggal	25	Mei	2007	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Panitia	 Khusus	

RUU	 Tentang	 Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	
Dewan	 Perwakilan	 Daerah,	 dan	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Daerah	 &	
RUU	 Tentang	 Pemilihan	 Umum	 Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden,	
RDP/RDPU,	Jakarta,	18	Juli	2007		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Panitia	 Khusus	

RUU	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 Anggota	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat,	
Dewan	 Perwakilan	 Daerah,	 dan	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Daerah,	
Sekretariat	Jenderal	DPR	RI,	Jakarta	26	September	2007	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Panitia	Kerja	RUU	

tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Rapat	Panitia	Kerja	ke-
XVIII,	Jakarta,	20	Februari	2008		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Pemilu	 Presiden	 dan	Wakil	 Presiden,	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	
(RDP)	 &	 Rapat	 Dengat	 Pendapat	 Umum	 (RDPU),	 Jakarta,	 26	 Maret	
2008	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Pemilu	 Presiden	 dan	Wakil	 Presiden,	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	
(RDP)	&	Rapat	Dengat	Pendapat	Umum	(RDPU),	Jakarta,	2	April	2008	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Pemilu	 Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden,	 Rapat	 Panitia	 Kerja,	
Jakarta,	19	Juni	2008	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Pemilu	 Presiden	 dan	 Wakil	 Presiden,	 Rapat	 Panitia	 Kerja,	
Jakarta,	20	Juni	2008	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Kerja	Pansus	RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD	 dengan	Menteri	 Dalam	
Negeri	&	Menteri	Hukum	dan	HAM,	Jakarta,	6	Oktober	2011		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat,	 Rapat	 Dengar	

Pendapat	Pansus	RUU	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	
10	Tahun	 2008	 tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD	dengan	
Komisi	Pemilihan	Umum	(KPU)	dan	Badan	Pengawas	Pemilu	(Bawaslu),	
Jakarta,	13	Oktober	2011	
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Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat,	 Rapat	 Dengar	

Pendapat	Pansus	RUU	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	
10	Tahun	 2008	 tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD	dengan	
Tentara	 Nasional	 Indonesia	 (TNI)	 dan	 Kepolisian	 Republik	 Indonesia	
(Polri),	Jakarta,	16	November	2011	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Kerja	Pansus	RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD,	 Jakarta,	 23	 November	
2011	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Kerja	Pansus	RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD	 dengan	Menteri	 Dalam	
Negeri	&	Menteri	Hukum	dan	HAM,	Jakarta,	12	Januari	2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat,	 Rapat	 Kerja	

Pansus	RUU	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	
2008	tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Jakarta,	19	Januari	
2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Jakarta,	20	Januari	2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat,	 Rapat	 Kerja	

Pansus	RUU	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	
2008	tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Jakarta,	25	Januari	
2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat,	 Rapat	 Kerja	

Pansus	RUU	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	10	Tahun	
2008	tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Jakarta,	27	Januari	
2012	

		
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Jakarta,	28	Januari	2012		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	Jakarta,	2	Februari	2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD,	 Jakarta,	 13	 Februari	
2012	
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Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD,	 Jakarta,	 14	 Februari	
2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Risalah	 Rapat	 Pansus	 RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD,	 Jakarta,	 15	 Februari	
2012	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Tim	Perumus-Tim	

Sinkronisasi	 RUU	 tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	
Tahun	 2008	 tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	DPRD,	 Jakarta,	 2	
Maret	2012	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Tim	Perumus-Tim	

Sinkronisasi	 RUU	 tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	
Tahun	 2008	 tentang	 Pemilu	 Anggota	DPR,	 DPD	 dan	DPRD,	 Jakarta,	 5	
Maret	2012	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Kerja	Pansus	RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD	 dengan	Menteri	 Dalam	
Negeri	&	Menteri	Hukum	dan	HAM,	Jakarta,	7	Maret	2012		

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat,	Tim	Perumus-Tim	

Sinoronisasi	 RUU	 tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	
Tahun	 2008	 tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	DPRD,	 Jakarta,	 8	
Maret	2012		

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Tim	Perumus-Tim	

Sinkronisasi	 RUU	 tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	
Tahun	2008	tentang	Pemilu	Anggota	DPR,	DPD	dan	DPRD,	 Jakarta,	 31	
Maret	2012	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Risalah	Rapat	Kerja	Pansus	RUU	

tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 10	 Tahun	 2008	
tentang	 Pemilu	 Anggota	 DPR,	 DPD	 dan	 DPRD	 dengan	Menteri	 Dalam	
Negeri	&	Menteri	Hukum	dan	HAM,	Jakarta,	9	April	2012	

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	Risalah	Rapat	 Komisi	 II,	 Rapat	

Kerja,	 Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Penetapan	
Perpu	Nomor	1	Tahun	2014	 tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	
Nomor	 22	 Tahun	 2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	
Walikota	Menjadi	Undang-Undang,	15	Januari	2015		
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Sekretariat	Dewan	Perwakilan	Rakyat	RI,	Risalah	Rapat	Komisi	 II,	Rapat	Kerja,	
Pembahasan	 Rancangan	 Undang-Undang	 tentang	 Penetapan	 Perpu	
Nomor	1	Tahun	2014	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	
22	 Tahun	 2014	 tentang	 Pemilihan	 Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	
Menjadi	Undang-Undang,	19	Januari	2015		

	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 Keputusan	 DPR	 RI	 Nomor	

03/DPRRI/II/2014-2015	tanggal	20	Januari	2015	
	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	 Indonesia,	Risalah	Rapat	Dengar	Pendapat	

Komisi	 II	 DPR	 Ri	 dengan	 KPU,	 Bawaslu	 dan	 DKPP,	 Evaluasi	 Pilkada	
Serentak	 2015,	Sekretariat	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 RI,	 2	 Februari	
2016		

	
Dewan	 Perwakilan	Rakyat	 Republik	 Indonesia,	Risalah	Rapat	Komisi	 II	DPR	Ri	

dengan	Menteri	Dalam	Negeri,	Sekretariat	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	
RI,	14	April	2016		

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	 Indonesia,	Risalah	Rapat	Komisi	II	DPR	RI,	

Pandangan	 Fraksi	 Partai	 Golkar	 DPR	 RI	 Terhadap	 Rancangan	 Usul	
Inisiatif	Pemerintah	tentang	Perubahan	Kedua	Atas	UU	Nomor	1	Tahun	
2015	tentang	Perpu	Nomor	1	Tahun	2014	tentang	Pemilihan	Gubernur,	
Bupati	 dan	 Walikota	 Menjadi	 Undang-Undang,	 Sekretariat	 Dewan	
Perwakilan	Rakyat	RI,	15	April	2016	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Laporan	Singkat	Komisi	II	DPR	RI	

Rapat	 Kerja	 dan	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 Persiapan	 Pilkada	 Serentak	
2017,	6	Desember		2016.	

	
Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia,	Laporan	Singkat	Komisi	II	DPR	RI	

Rapat	Dengar	Pendapat	Pembahasan	Rancangan	Peraturan	Bawaslu,	7	
Oktober	2017	

	
	
F. Hukum	Internasional	dan		Konstitusi-Konstitusi	Beberapa	Negara	
	
Universal	Declaration	of	Human	Rights	
	
Univesal	 Declaration	 on	 Democracy,	 The	 Elements	 and	 Exercise	 of	 Democratic	

Government	
	
Charter	of	the	United	Nations	and	Statute	of	The	International	Court	of	Justice	
	
The	ASEAN	Charter		
	
Charter	of	Fundamental	Rights	of	The	Europen	Union	
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International	Convention	on	Civil	and	Political	Roghts		
	
American	Convention	on	Human	Rights	”Pact	of	San	Jose,	Costa	Rica”		
	
Protocol	to	the	Convention	for	the	Protection	of	Human	Rights	and	Fundamental	

Freedoms	
	
Constitution	of	The	Federative	Republic	of	Brazil	
	
The	Constitution	of	the	United	States	
	
The	1987	Constitution	of	the	Republik	of	The	Philipines	
	
The	Constitution	of	The	Republic	of	Singapore	
	
Basic	Law	for	the	Federal	Republic	of	Germany	
	
Constitution	of	The	Arab	Republik	of	Egypt	2014	
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